GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 2¢ TAHUN 2011
TENTANG

TARIF PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS BENGKULU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

bahvea dengan telan ditetapkannya Rumah Sskit Umum Dasrah Or. M. Yunus
Bengkulu sebagai Rumeh Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka sesual dengan amanat Pasal
58 ayat (3) Pemtursn Menten Dalam Neger nomaor 61 tshun 2007, perlu
menstsphan tari Pelayansn dan Perawatan Kesehalan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Benghuly,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf s di atas maka

perfu diietapkan Peraturan Gubemur Bengkulu tentang Tarf Pelayanan dan
Perawatan Kesehatan di RSUD Dr, M. Yunus Bengkuly;

. Undang ~ Undang Republik Indonesia nomor § tahun 1967 tentang Pembentukan

Prowinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828),

. Undang - Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia tshun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 4286);

. Undang - Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomr 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indanesia nomor 4355);

. Undang — Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokieran (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia tshun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 2431),



S M-mmuwmmmmmm
FEpals Indonesa fahun 2008 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republk
— Undang romor 12 tahun 2008 tenting Perubahan kedua atas Undang — Undang nomar
2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indoesia nomor 4844);

3. Undang - Undang niomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daeraf) (Lembaran Negars Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, Tambahan
Nagara Republik Indonesia nomor 5049},

7. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indoresia tahun 2008 nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063),

3, Undang — Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembatan Negars Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia nomor 5072),

3. Pemiuran Pemenntah nomor 20 tshun 1968 lentang Bedakunya Undang - Undang
nomor § tahun 1957 dan Peiaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkuly (Lembaran
Negara Republik Indonesia tshun 1968 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 2854)

10. Poraturan Pemerintah nomer 32 Tahun 1986 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indanesia nomor 3637),

11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Daarah Otonom (Lembaran Negara Repubkk Indonesia tahun 2000
nomar 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952),

12. Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 fahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
nomar 4502),

14 Peraturan Pamerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Crganisasi Peranglkat Daersh
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia tafun 2007 nomor B9, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonasia nomor 4741),



15 Perwan Menled Keuangan romor 88 tahun 2006 tentang’ Tata Cara
Penyusunan, Pengajuan, Fenetapan dan Perybahan Rencana Bisnis dan
Anggaran Serta Dokumen Peiaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

16 Pesaturan Menten Dafam Neger nomor 61 tahun 2007 fentang Pedoman Teknis

17. Peraturan Gubamur Provinsi Bengkulu nomor 8 tahun 2008 fentang Otpanisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkuly (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu tshun 2008 nomor 8);

18 Peraturan Gubemur Bengkulu nomor 21 fahon 2010 tentang Pelunjuk teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) Rumah
Sakit Umum Daerah Dr, M. Yunus Bengkuly,

19 Keputusan Gubemur Bengkuli nomor M310XXXVIl tahun 2009 tentang

Penstapan Status Pola Pengelotaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada Rumah
Sakit Umum Daerah Dr, M. Yunus Bengkulu,

MEMUTUSKAN:
PERAWATAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS BENGKULU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubsmur inf yang dimaksud dengan |
1 wmmwmmmm.

2. Gubemnur adaiah Gubemur Bengkuly.

3 Rumah Sakit Umum Daerah Dr, M, Yunus Bengkulu yang selanjutnya dapat disingkat
RSUD adalah Rumah Sakit Limum Daersh Or M. Yunus Bengkuly,

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M, Yunus Bengkulu.

5 Badan adaiah syatu bentuk badan usahs yang mellputl Perseroan Terbatas, Parsercan
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Pacsturan Perundang - Lindangan yang beraky

T Pelayanan Kesehatsn 4 Rumah Sakit adaiah kegiatan pelayanan berupa Pelayanan
Peunjang Medlk, Pelayanan Non Medik dan Penunjang Nan Medik.

B Pelayanan Rawal Jalan adalah Pelayanan Polikiink di pagi harf berupa pemeriksaan,

8 Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya
untuk mencagah / menanggulangi reslko kematian atau cacat.

10. Pelayanan Rawal [nap adalah pelayanan kepada Pasien untuk Perawatan, Disgnosis,
Pengobatan dan afau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan Rawal Inap.

11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada
Pasien untuk observasl, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan
kesehatan fam. menempaf tempat fidur kurang dari satu han.

12. Pelayanan Medik adaiah Pelayanan lethadap Pasien dilaksanakan oleh Tenaga Medis
dan Para Medis.

13 Tindakan Medik Operatif adaiah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan

14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

15. Pelgyanan Penunjang Medik adalah pefayanan dalam rangka unfuk menunjang
mmmwmmwmm
diagnostik elekiromedik, Rehabiiitasi medik, Fammasi, Gizi dan Pelayanan Konsultasi
Khusus

16, Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pefayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang
secara tidak fangsung berkaitan dengan pelayanan medik.

17. Pelayanan Kemitraan (Kerjasamaj adalah Pefayanan untuk kelengkapan administrasi dokumen
dalam rangka paiaksanaan kenasama dengan Piak df lar RSUD Dr M. Yunus Bengkuly.

18. Pelayanan Administiasi Legalisir adaish Pelayanan dalam rangka pengesahan hasil terhadap
Naskah Dirias Produk Hukum, Naskah Dinas Srat dan lain - fain

19, Petayanan Penggandaan Dokumen adsish Peiayanan yang diberikan untuk memperbanyak
Feraturan Pamanintah Keputusan Mesisn dan lan - in.



20, Pelayanan Administrasi Pelaksanaan adalah PP Nomor 10 Tahan 1983 Pelayanan yang diberikan

meiputl pembuatan banita acara pomenksaan mediasl dan pembuatan Surat fzin untuk melakukan

21 Peigyanan Konsultasi adalah pelayanan yang dibenkan datam bentuk konsultasi antar
dokler umum dengan spesiafis, konsultasi antar spesialis dengan spesialis dan konsultasi
lannya.

22. Pemutasaran / perawatan jenazah adalah kegiaten yang melipuli perawatan jenazah,
konservasi bedah mayal yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan
kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan,

23, Pola tarif adaiah pedoman dasar dalam panetapan taril.

24, Hiaya adaiah sebagian atay sefuruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah
Sakit, yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan rumah sakit sebagai imbatan
atas pelayanan yang diterimanya.
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yang diberikan kepada pasien dalam rangka obsarvasi, diagnosis, pengabatan, dan atau

25 Biaya sarane adalah baya yang dheluarkan unfuk pamakaian gedung, fasiitas perawatan,

27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawal inap termasuk makan pasien di RSUD Dr.
M. Yunus Bangkulu.

28 Tempal tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang lercatat dan tersedia diruang rawat
inap RSUD Or M. Yunus Bengkulu.

29. Penjamin adaiah instans! / lembaga / badan hukum sebagal penanggung biaya pelayanan
kesehatan dan seseorang yang menggunakan biaya pelayanan kesehalan dari seseorang
yang menggunakan / mendapat pelayanan darl RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

30. Tarif Pelayanan kesehatan yang selanjuinya disebul sebagai Tarif adalsh pungutan
Rumah Sakit sebagal pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus
Bengkulu.

31. Surat Pemberitahuan Tarit Dastah yang sefanjutnya disingkat SPTD adalah surat yang
digunakan oleh wajib Tarif untuk melaporkan data obyek Tarif dan waib Tarlf sebagal
dasar pemilungan dan pembayaran Tant yang lerhutang menurut peratiran perundang -
undangan yang bedany.



diberikan Rumah Sakit.

33 Rupkan swasta adalah nijukan pasien sslain dari Puskesmas dan Rumah Sakit
Pemerintah.

34 Bahan habis pakai adalah bahan kimia, bahan laboratorium dan radiologl serta bahan

lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan dan perawatan,
serta pelayanan kesehatan lainnya.

35, Surat Ketetapan Tarif Rumah Sakit yang selanjuintya disingkat SKTRS adalah Surat
Kepotusan yang menentukan besamya jumiah Tarnif yang terhutang,

3. Surat Tagihan Tarif Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat STTRS adalah sural untuk
melakukan tagihan Tarif dan atau sanksi adminstras: berupa bunga dan atau denda.

37, Penyidikan findak pidana dibidang Tarif Rumah Sakit adalah serangkaian tindakan yang
ditakukan oleh penyidik pegawai negen sipil yang selanjutnys dapat disebul sebagal
penyidik, untuk mencan sarta mengumpalkan barang buktli, dengan barang bukti tersebut
membuat terang lindak pidana dibidany Tanf Rumah Sakil yang terjadi sehingga dapal

menemulan tersangia
8agl
Pasal 2

Dengan nama Tanf pelayanan kesehatan, dipungut Tant sebagai pembayaran terhadap pelayanan
kesehatan di RSUD Dr- M. Yunus Bengkulu Bengkulu.

Pasal 3
Obyek Tanf adalah palayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus Bangkulu,

Pasat 4

Subyeh Tarif adaiah orang pibadi, badan dan organisasi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
darl RSUD Bengkuly.

BAB Il
GOLONGAN TARIF

Pasal 5

Tanf pelayanan kasahatan digolongkan sebagai Tanf jase umum.



BAB WV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal §
fingannya beban, resiko pelayanan yang diberikan serta jenis alat medis yang digunakan, yang
‘3kan dtuangkan daiam petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh Direktur RSUD Bengkuly dan

BAB Y

KELAS PERAWATAN

Pasal 7

(1) Kelas perawatan di RSUD Bengkulu ditetapkan sebagal berikut:
. Kelas Ll
I
Kelas |
. Kelas VIP Il
VIP |
Kelas VIP Utama

an oo
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HCU

Box Neonatus
K.1. KELASII
k2 KELASII
k3 KELAS|
k4. VIRl

k5. ViRl
k8. VIP UTAMA

(2) Perbedaan kelas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan
fasilitas dan layanan yang disiapkan oleh RSUD' Bengkulu.

BAB W1
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF TARIF

Pasal 8
(1) Pelayanan di Rumah Sakit dikelompokkan datam:
2 Pelayanan Medik
b Pelayanan Penunjang Medik
€. Paiayanan Non Medik



33 Ruan swast adalah rujukan pasien selam darl Puskesmas dan Rumah Sakit

34 Bsnan habis pakal adalah bahan kimia, bahan taboratorium dan radiologt serta bahan
serta pelayanan kesehatan fainnya.

35 mmtwmmmmmmmmmsmmm
Keputusan yang menentukan besamya jumlah Tarf yang terhutang.

36 Surat Tagihan Tarif Rumah Sakil yang selanjutnya disingkat STTRS adalah surat untuk
melakukan taginan Tarif dan atau sanksi administrasi benupa bunga dan atau denda.

37. Penyidikan findak pidana dibidang Tarll Rumah Sakit adalah serangkaian tindakan yang
ditakukan oleh penyidik pegawai negen sipd yang selanjutnya dapat disebul sebagal
penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan barsng bukt tersebut
membuat terang findak pidana dibidang Tarif Rumah Sakit yang terjadi sehingga dapat

menemukan lersangka.
BAS I
NAMA, DBYEK DAN SUBYEK TARIF
Pasal 2

Dengan nama Tan pelayanan kesehatan, dipungut Tari sebagal pembayaran lehadap pelayanan
kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkutu Bengkult

Pasal 3
Obyek Tarif adalah pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.
Pasal 4

Subyek Tanf adalah arang pribadi, badan dan organisasi yang mendapatian pelayanan kesehatan
dari RSUD Bengkulu.

BAB Il
GOLONGAN TARIF

Pasal 5

Tarif pelsyanan kesehatan dgolongkan sebagal Tanf @sa umum



BAB IV

Pasal o
fingannya beban, resko pelayanan yang diberkan sets jenis alal medis yang digunakan, yang
akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang diatur oleh Direkiur RSUD Bengkulu dan
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

BABV
KELAS PERAWATAN

Pasal 7

(1) Kelas perawalan di RSUD Bangkulu difetapkan sebagai berfkut
Kelas i '
Kelas il
Kelas |
Kelas ViP Il
VIR |
Kelas VIP Utama
jccu
iy
HCU
Unit Stroke
K1 KELASII
k2 KELASI
k3 KELAS|
kd. VIRl
k5 VIP|
k8. VIPUTAMA

anpow
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() Perbedaan kelas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan
fasiitas dan layanan yang disiapkan oleh RSUD Bengkulu.

BAB VI
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF TARIF

Pasal§
(1) Pelayanan di Rumah Sakit dikeiompokkan datam:
a  Pelayanan Medik
b. Palayanan Penunjang Medik
c. Pelayanan Non Medik
¢. Pelayanan Penunjang Non Medik
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2 Palgganan Medi yang terdin atas
1. Psgyanan Rawal Jalan
Pelayanan Tindakan Medik Operatif
Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
. Pelayanan Intensif
b deyaummmmedik
1. Laboratorium Patologi Klinik
2. Laboratorium Palolog: Anatomi
3. Radiodiagnostik
4. Diagnostik Elektromedik (CT Scan, EEG, USG)
5. Diagnostk Non Elektromedik
5}
T
8
b}
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. Pelayanan Rehabilitasi Medik
. Pstayanan Famasi
. Palayanan Gizd
. Pelayanan CSSD (Pusat Sterilisasi)
10. Pelayanan Konsultasi Khusus
11, Pelayanan Endoscopy
¢ Pelayanan Penunjang Non Medik :
1. Palayanan Mediko-Legal
2 Pelayanan Pemulasatan | Perawatan Jenazah
3, Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah
4. Pelayanan Rekam Medik
d Pelayanan Non Medik
1. Pengolahan Limbah Cair
Pengolahan Limbah Medik Padat / Incenerator
Sewa Ruangan dan Perparkiran
Jasa Pendidikan dan Pelatihan
Pelayanan Administrasi

[

e.  Tarf Pelayanan di Rumah Sakit sehgaimana dimkasud ayat 2 (dua) pasal ini mefipufi
komponen biaya BHP, biaya satana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan yang meliputi jasa
{enaga pelayanan kesshalan dan masing - masing pelayanan,

! Besaran indeks ditetapkan dengan biaya satiian [ unit cost ) untuk jenis masing - masing
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BAB VN
TARIF PELAYANAN MEDIK

Pasaia

Tan! rawat jailan di rumah sakit dinyatakan dalam buk tanda pembayaran berohat berupa

Tarif rawat jaian difetapkan berdasarkan analisis biaya dengan menggunakan rumus Analisa
Biaya Investasi, Disinbust ganda mengingal kemampuan masyarakat dan membandingkan
dengan tarif rumah sakil iainnya yang setara sarta kebijaksanaan subsidi siang,

Besamya fanif palayanan rawal jalan dan konsultesi antar dokter spesishs ditetapkan
sebagal berikut :
- Tanf Rawat Jalan =0,74 x UCA (Unit Cost Actual)

Besamya tarif pelayanan rawat jalan selangkapnya sebagai mana tercantum dalam lampiran
| yang mecupakan bagian fidak terpisahkan dengan Peraturan Gubemur ini.

Pasal 10

Tdmmawwmmmmmw

Besaran tanf konsultas! dan tindakan medik rawat danirat ditetapkan berdasarkan anaiisis
kan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta kebijaksanaan subsidi silang.

Besamya tanf pelayanan rawat darurat ditetapkan berdasarkan Analisis biaya investasi,
lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.

Besamya tarif pelayanan gawal darurat selengkapnya sebagaimans lercantum datam
lampiran (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubemur ini

Pasal 11

Tarit Pelayanan Rawat inap mediputi biaya:

a Akomodas| Pelayanan Perawatan
Konsultasi Dokter Spesialts

Visits Dokter Speslis dan atau Dokter Umum
Asuhan Keperawatan
Intervansi Medik
Administrasi

~manoo
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(4)

(1

Dalam menentukan besatan tarif perawatan didasarkan atas perhitungan Indeks rawal inap
kelas Il dengan membandingkan tarif Rumah Sakit lainnya yang setara serta kebijaksanaan
subsidi silang.

Tarif Rawat Inap dikelas || dijadikan dasar perhitungan / indeks untuk penetapan tarif kelas
perawatan lainnya, dengan pengaturan sebagai berikut.
a  Kelas ] =051 x Indeks
b. Kelas It = Unit Cost Aktual
o. Kelas | = 1,31 X Indeks
d VIPIl = 1,82 x Indeks
e VIPI = 2,56 % Indeks

f. VIPUtama = 323 x Indeks
g Icu =213 x Indeks
h. Iccu =213 % Indeks

I, Unit Stroke = 1,95 x Indeks
j NICUFPICU =213 x indeks
k. HCU = 1,61 X Indeks

|, Box Neonalus

m, Keias Hl = 01,35 x Indeks

n. Keiasll =055 x Indeks
o Ksas! =054 x Indeks
p. VIPU = 1,06 x indeks
9. VP =131 xIndeks

r. VP Utama = 1,08 x Indeks

Tarif pelayanan rawat Inap sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk biaya
obat - obatan dan alat kesehatan habés pakai, pemakaian alat medis, tindakan medik dan
terapi maupun penunjang diagnostik lainnya.

Komponen farif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf 8 sampai f
dalam pasal ini lerdinl atas jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.

Biaya administrasi perawatan ditetapkan sebesar 0,13 dari biaya pelayanan rawal inap kelas
I,

Tarif pelayanan rawat inap selengkapnya ditetapkan sepedi dalam lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn Peraturan Gubemur int.

Pasal 12
Tindakan medik operatif, menupakan findakan disgnostik dan atay fsrapi yang dilakukan

didatam atau diluar kamar operasi, jenisnya melputi
~ Tindakan Medik Operaif Kecd

~ Tindakan Medi Operztf Sadang



- Tindakan Medik Operati Khusus

3)

(4)

(6)

®)
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dengan tanf rumah sakit lairmya vang setara sertz kebijaksanaan subsidi silang.

Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak lermasuk biaya obat —
obatan dan penunjang diagnastik lannya.

Tarif tindakan medik operatif yang memerlukan peruasan tindakan, atau melibatkan lebih dan
salu keshlian ditetapkan secara khusus ofeh Direktur rumah sakit berdasarkan masukan dari
operator yang bersangkutan,

Tarif tindakan medik operatit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfaku untuk tindakan
medik operatif elektit (terancana)

Pelayanan medix, perunjang medik, penunjang non medik dan pelayanan non medik yang
bersiat Cita (segera) dikenakan baya tambahan tanf 30% dan jasa tenaga pelayanan.

Tani tndakan medi operatf sebagaimana yag tercantum daiam lampiran | yang menspakan
bagian yang sk erpisahian dengan Perauran Guberu n

Pasal 13

Tanf pelayanan kebidanan dan kandungan dihitung berdasarkan Analisis biaya investasi,
Distribusi ganda, mengingat kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif
rumah sakit lannya yang setara sarta kebijaksanaan subsidi silang.

Jenis pelayanan datam ayat (1) dalam pasal ini dapat di kelompokkan menjadi |

- Pefayanan persalinan normal

- Pelayanan persalinan patologi

- Tindakan kebidanan di luar kamar operast

- Tindakan kebidanan di kamar operasi

- Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya
Tanlf pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan sepertl lersebul diatas tidak termasuk
biaya obat-obatan dan alat kesahatan habis pakal dan penunjang diagnostic,

Biaya tanif palayanan kebidanan dan kandungan sehagaimana fercantum dalam lampiran 1



Pasal 14

(1) Psiayanan penunjang medik meliputi
Laboratorum Patologi Kinik
Laboratorium Patologi Anatomi
Radiodiagnostik
Diagnostik Non elektromedik
Pelayanan Farmasi
Pelayanan Giz|

. Pelayanan CSSD (Pusat sterilisasi)
10. Pelayanan Konsufiasi Khusus

L

w

(2)  Kompanen tarif pelayanan penunjang medik terdin atas :
a. Biayajasa sarana
b. Biaya bahan dan alat habis pakal
. Jasa Pelayanan

(3) Biaya jasa sarana rumah sakit dan pelayanan penuniang medik ditstapkan oleh Direkiur atas

Pasal 15
Investasi Cost, Double Distribusi, mengingat kemampuan masyarakal dan membandingkan
dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara sera kebjaksanaan subsidi silang

BAB Vil
BIAYA BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 16

Besamya biaya bahanfalat habis pakai ditetapkan dengan Peraturan Direktur, sesual dengan
harga yang beriaku dan tarifnya memakai standar tanf yang ditetapkan Pemerintah Daerah atauy
hama pasar yang berlaku saat Ity dan dilaporkan kepada Gubemur.

Pasal 17

Pengaturan besamya biaya pelayanan dan perawatan kesehatan untuk kelas | keatas diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Daerah atas usul Direxiur



BAB IX
SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 16

Saat Tanf terutang dipungut adalah pada saat diterbitkaanys Surat Keterangan Tarf Daerah afau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan Tanf tidak dapat dialihkan kepada pinak fain

{2) Tarif dipungut dengan Surat Keterangan Tarif Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 20

Penggunaan hasil Tarif pelayanan kesehatan RSUD Bengkuly diatur dalam petunjuk pelaksanaan
yang dituangkan datam Peraturan Gubemur afas usul Direktur RSUD Bengkulu mengacu kepada
Sural Keputusan Gubemur Bengiulu No © M310XO0WVI tentang Penetapan Status Pola
Pengelclaan Keyangan BLUD {PPK-BLUD) Pada RSUD Dr M. Yunes Bengkulu.

wm
FENGELOLAAN DAN PENATA USAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 21

(1) Pengelolaan dan penata usahaan Rumah Sakit diatur sespai dengan ketentuan peratruran
perundang-undangan yang beraku.

(2) Penenmaaan rumah sakit terdin dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainya
{3) Penerimaan Fungsional seluruhnya dapat langsung digunakan oleh rumah sakit sebagai
penerimaan Badan Layanan Umum Daerah.

(4) Penenmaan sebagaimana ayal (2) selurubnya disefor ke dalam salu rekening atas nama
Direktur dan pemegang kas/bendahara RSUD Bengkulu pada Bank Bangkulu,

() Seluruh penenimsan Fungsional yang ada dalam rekening dimaksud pada ayat (2)
'digunakan  langsung cieh rumah sakit untuk bisya operasional, pemelharaan dan
peningkatan sumber daya manusia yang diatur cleh rumah sakit

() Tata cara pengelcisan sslurub penerimasn rumah sakit (perungutan, pembukuan,
peraturan perundang-udancan yana bedaiu.



B2
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22
{1}  Pembayaran Tarf terutang harus diknasi sekaligos.

(2] Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pambayaran Tanf diatur dengan Peraturan
Chrektur.

(3) Besamya tarf pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adaiah
sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Gubernur Inl.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Pengaluaran sural tsgihan perngatan surat lan yang sejenis sebagal awal findakan
peiaksanaan penagihan Tarf diksluarkan segera sefelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran

(21 Dalaim jangka waktu 7 (Tujuh) hari sefelah tanggal surat tequran / peringatan / surat lain
yang seenis, wajib Tanf harus melunasi Tarifnya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk.

BAB XVI
SANKS! ADMINISTRAS!

Pasal 24

Dalam hal wajib Tarif tidak membayar tepat pada wakiunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Tarit yang terutang
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Katerangan Tari Daerahi.

BAB XV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF
Pasal 25

{1) Direkdur dapal memberikan pengurangan, keringanan, dan pambebasan Tadl dan dilaporkan
pada Gubamur.



(2 Va2 o pemgurangan. kernganan, dan pembetissan Tarif ditelapkan oleh Direktur dan o
BAB XVI
DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

(1) Hak untuk mefakukan penagihan Tarif Kadaluwarsa setelsh melampaul jangka waktu 3 (tiga)
t3hun teitung sejak saat lerutangnya Tanif, kecuall apabila wajib Tarit melakukan tindakan

{2) Kadaluwarsa penagihan Tant sebagaimana dimaksud pada pasal ini tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat tequran. atau
b. Ada pengakuan hutang Tarif darl waijib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajb Tarif yang tidak melaksangkn kewafibannya sehingga merugikan keuangan Rumah
Sakit, diancam pidana kurungan paiing fama & (enam) bulan atsu denda paling banyak 4
{empat) kall jumiah Tari terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada pasal ini adalah pelanggaran.
BAB XVill
PENYIDIKAN
Pasal 28

{1) Pejabat Pegawai Neger Sipil dilinak+ungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagal panyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang tarif Rumah Sakit.

{2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayal (1) adalah.
@ Menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan atay laporan berkenaan
tindak pidana di bidang Tarif Daerah agar keterangan atal faporan tersebut menjadi
tengkap dan jeias.

b. Menelili, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tarif
Rumah Sakit

¢ Meminta keterangan dan bahan buk dart orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana Tanf Rumah Sakit



(1

(2)

g Memeriksa buku-buku, catatat-catatan dan dokumen-dokumen fain yang berkenaan
dengan lindak pidana dibidang Tarif Rumah Sakit

& Melakukan penggeiedahan untuk mendapatkan bahan bukli pambukuan, pencatatan,
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukyl tersebut.

{ Meminta bantuan fenaga ahl dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Tarif Rumah Sakit.

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saal pemeriksaan sedang berfangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.

h. Memotrel seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana Tarif Rumah Sakit,

I Memangall orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka
atau saksi

|- Menghentikan penyidikan.

k. Melakakan tindakan lain yang peru unfuk kelancaran penyidikan findak pidana di bidang
Tenf Rurtah Sakit menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Panyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimuizinya penyidikan dan

menyampaikan hasi penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan kefentuan yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 29

Dengan beriakunya Peraturan Gubemur ini maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 8 Tahun 2005 dinyaiakan tidak beriaku lagi.

Hal — hal yang belum diatur dalam Perafuran Gubemur il sepanjang mengenal
pelaksanaannya, diatur febih lanjut oleh Diekiur RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.



Pasal 30

Pacaturan Gubamur tentang Tant Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Badan Layanan Limum
Daerah (blud) Rumah Sakit Umum Daerah Or M. Yunus Benghuly mulai berlaku pada tanagal
diundangkan

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pangundangan dengan penempatannya dalam
Benita Daerah Provins: Bangkulu

Ditetapkan di Bangkulu
pada tanggal, 19 -0g- 201
GUBERNUR BENGKULU

p. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR 26, -






